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RINGKASAN EKSEKUTIF

Merebaknya pandemi Covid-19 sejak Triwulan | tahun 2020 menjadi tantangan
yang cukup berat bagi masyarakat dan negara. Pandemi bukan hanya mengganggu
tingkat kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian
secara umum. Pada tahun 2021, APBN telah mengalami dua kali revisi dengan
defisit sekitar 5% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan mempertahankan
belanja bidang kesehatan dan sosial di tengah kondisi penerimaan negara yang
turun. Tantangan pengelola keuangan negara dalam masa pandemi ini adalah
kondisi yang memaksa pengelolaan keuangan untuk lebih fleksibel. Hal ini juga
akan membutuhkan fleksibilitas pengawas intern dalam melakukan pengawasan
keuangan.

Perubahan lingkungan strategis harus disikapi secara serius dengan membentuk
ketahanan dan kemampuan beradaptasi APIP. Transformasi pengawasan menjadi
kunci kemampuan APIP dalam mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi. Dalam
melaksanakan peran tersebut, APIP tidak dapat bekerja sendiri, namun harus
bekerja bersama saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan nilai
manfaat pengawasan intern menuju level yang lebih strategis.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) merupakan wadah untuk
bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi, pengawalan kualitas
audit dan kerja sama dalam pelaksanaan audit. Peningkatan kompetensi dapat
dilakukan melalui sharing experience, transfer knowledge, dan diklat/workshop.
Pengawalan kualitas audit dilakukan melalui peer review, konsultansi/bimbingan
pelaksanaan audit, sedangkan kerja sama dalam pelaksanaan audit dapat dilakukan
melalui joint audit, sharing sumber daya pengawasan, pertukaran informasi,
pelimpahan penugasan.
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Kongres AAIPI Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2021
menghasilkan komitmen bersama sebagai berikut:

APIP dan Auditor harus terus-menerus secara berkelanjutan
meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas.

APIP dan Auditor senantiasa mengembangkan metodologi
pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan dapat
meningkatkan hasil pengawasan.

AAIPI sebagai organisasi profesi auditor intern harus dapat
memberikan kontribusi dalam setiap upaya pengembangan dan
pembinaan auditor dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan
semua pihak baik dengan APIP maupun Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Auditor.

AAIPI harus mampu melaksanakan tugas sebagai organisasi profesi,
yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan
advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran
kode etik dan kode perilaku profesi.
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Perubahan Prioritas Pengawasan selama Pandemi Covid-19

Kondisi bermasyarakat dan bernegara dalam dua tahun terakhir ini mengalami
tantangan yang cukup berat dengan merebaknya pandemi Covid-19 sejak Triwulan
| tahun 2020. Pandemi tersebut bukan hanya mengganggu tingkat kesehatan
masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian secara umum. Demikian
juga pelaksanaan program-program pemerintah banyak mengalami perlambatan
bahkan dilakukan pembatalan dan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut tentunya berimbas pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) terhadap program-program
pemerintah.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2021,
Presiden menyampaikan arahan pada seluruh APIP untuk meningkatkan pengawasan
sejak awal terhadap kualitas perencanaan program yang kurang jelas ukuran
keberhasilannya dan harus adaptif dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat
ini. Fokus pengawasan tersebut adalah pada upaya percepatan belanja sekaligus
memberikan solusi bagi pemerintah dalam menjalankan programnya selama pandemi
Covid-19 ini.

Tantangan Peningkatan Kapabilitas APIP dan Kompetensi Auditor

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi memiliki
makna sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah
Indonesia. Upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut salah satunya
didukung melalui pelaksanaan fungsi dan peran APIP sebagai internal auditor yang
efektif melalui pelaksanaan kegiatan assurance, consulting, dan anti corruption
activities sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
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Oleh karena itu, APIP harus senantiasa meningkatkan kapabilitas
kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusianya secara
berkelanjutan. Terlebih peran APIP dewasa ini dituntut tidak hanya
berperan sebagai watchdog tetapi lebih berperan sebagai strategic
partner yang membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan penyelenggaraan pemerintah. Bahkan APIP juga
dituntut untuk memberikan nilai tambah sebagai Trusted Advisor
bagi organisasi dalam menghadapi permasalahan saat ini serta
mengantisipasi berbagai risiko yang akan datang.

Tuntutan terhadap peran APIP tersebut belum sepenuhnya
didukung pengembangan kapabiltas yang memadai. Berdasarkan
hasil asessmen kapabilitas APIP per 31 Desember 2019, sebanyak
42,06% APIP belum mencapai level 3 (Integrated). Rendahnya
kapabilitas APIP ini antara lain disebabkan belum terpenuhinya
kebutuhan formasi Auditor, kurangnya kegiatan pengembangan
kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama dalam
hal rekrutmen dan pola karier. Kondisi tersebut menuntut adanya
percepatan peningkatan kapabilitas APIP khususnya pada elemen
2 yaitu Pengelolaan Sumber Daya Manusia agar dapat mendorong
perbaikan organisasi dan proses bisnis APIP, terlebih menghadapi
perubahan lingkungan yang sangat dinamis.

AAIPI sebagai organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah
senantiasa bersinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Auditor terus berupaya untuk mendorong
peningkatan kompetensi dan profesionalisme Auditor melalui
serangkaian kegiatan pelatihan, seminar, workshop dengan tema-
tema yang mendukung pelaksanaan dan fungsi APIP.

Kongres AAIPlI Tahun 2021 dilaksanakan bukan semata-mata
untuk menentukan pergantian pengurus nasional AAIPI, tetapi juga
menjadi ajang peningkatan kompetensi dan sharing session antara
anggota AAIPI, terkait dengan isu terkini di dunia pengawasan
intern. Kongres AAIPI Tahun 2021 mengambil tema “Mengawal
Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi”, dalam
rangka mendorong penguatan peran pengawasan intern dalam
mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor
bagi K/L/D, khususnya di era pandemi Covid-19 yang sedang
dihadapi saat ini.




n MAKSUD DAN TUJUAN

Kongres AAIPI 2021 dimaksudkan sebagai sarana memperkuat sinergi, koordinasi, dan

komunikasi antara APIP K/L/D dalam menguatkan peran pengawasan intern yang efektif
sebagai strategic partner dan frusted advisor, khususnya dalam mengawal pelaksanaan
program pemerintah di era pandemi Covid-19.

Adapun tujuan Kongres AAIPI 2021 adalah sebagai berikut:

. Sarana perwujudan akuntabilitas Dewan Pengurus AAIPI Periode 2018-2021;
. Melakukan pemilihan DPN AAIPI periode Tahun 2021-2024;

. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI sesuai

dengan perubahan regulasi;

. Koordinasi dan kolaborasi APIP sesuai dengan peran dan tugas fungsinya mewujudkan

pengawasan intern yang efektif; serta

. Menjadi salah satu sarana pengembangan profesi anggota AAIPI melalui kegiatan diskusi

panel dan sharing session baik dari praktisi maupun anggota AAIPI.

n NARASUMBER DAN PESERTA

Kegiatan dibuka oleh Menteri Keuangan selaku Pembina AAIPI, dengan narasumber
sebagai berikut:
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Menteri Keuangan

Kepala BPKP

Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Inspektur Jenderal

[IA Global

Kepala BKF Kementerian Keuangan

Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Peserta Kongres AAIPI Tahun 2021 terdiri atas Dewan Pengurus Nasional AAIPI, Dewan
Pengurus Wilayah AAIPI, Pimpinan beserta Auditor pada APIP K/L/D, dengan jumlah
peserta kurang lebih sebanyak 3.122 orang.

“ Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas

di Tengah Pandemi ”




n TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kongres AAIPI tahun 2021 diselenggarakan secara tatap muka dan daring (online).

Lokasi tatap muka bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,
sedangkan pelaksanaan daring dilakukan di lokasi masing-masing Narasumber
dan Peserta. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari pada hari Selasa, tanggal
23 November 2021.

n METODE PELAKSANAAN

Kongres AAIPI Tahun 2021 diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Menteri Keuangan.

2. Sesi Keynote Speech oleh Menteri Keuangan, Kepala BPKP, dan Menteri Dalam
Negeri yang diwakili oleh Inspektur Jenderal.

3. Sesi seminar dengan narasumber dari IIA Global.

4. Sesi diskusi panel dengan pemaparan narasumber.

5. Sesi sidang pleno dan sidang komisi.




KEPANITIAAN

Panitia kongres AAIPI Tahun 2021 melibatkan personel dari BPKP, Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan, dan APIP lainnya, dengan rincian seperti
pada SK Panitia Kongres terlampir.

PENDANAAN

Biaya penyelenggaraan Kongres AAIPI Tahun 2021 menjadi beban AAIPI.

OUTPUT KEGIATAN

1. DPN AAIPI terpilih periode Tahun 2021-2024.

2. Materi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI
sesuai dengan perubahan regulasi.

3. Komitmen APIP dan Auditor untuk meningkatkan kompetensi,
profesionalisme, dan integritas.

4. Sebagai rangkaian agenda kongres, telah diterbitkan Buku Bunga Rampai
Pengawasan APIP dalam mengawal penanganan Covid-19. Buku ini
merupakan refleksi dan lesson learned pengawasan yang dilaksanakan
auditor-auditor anggota AAIPI dalam menjalankan perannya di masa
pandemi Covid-19.




BAB II

SAMBUTAN DAN ARAHAN

LAPORAN KETUA UMUM
Awan Nurmawan Nuh

Ketua Umum DPN AAIPI Periode Tahun 2018-2021
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, selaku Ketua DPN
AAIPI menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan AAIPI selama periode
kepengurusan tahun 2018 — 2021, dengan poin-poin informasi sebagai berikut:

1. Komite Kode Etik
Kegiatan Komite Kode Etik antara lain:

a. Penyusunan draf Keputusan tentang Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah
Indonesia.

b. Sosialisasi/internalisasi kode etik AAIPI di lingkungan APIP Pusat dan Daerah

c. Evaluasi kode etik auditor intern pemerintah Indonesia.

2. Komite Standar Audit

Kegiatan Komite Standar Audit antara lain:

a. Revisi Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang
telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2019.

b. Revisi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang telah disahkan
pada tanggal 30 Juli 2021.

c. Sosialisasi KP3IP dan Revisi SAIPI pada APIP K/L/D.

d. Penyusunan draft pedoman audit kinerja.




/1 Idele CICKALIVILADS Udll AKUT TLADITIL

p— .,, KONGRES
ANIFI Nndemi|’ AAiPIzo2i

L]
ASOSIASH AUDITOR INTERM PEMERINTAH INDONESIA I I e n g l

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
ASOSIALI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

3. Komite Pengembangan Profesi
Kegiatan Komite Pengembangan Profesi antara lain:

a. Workshop Reviu DAK Fisik Tahap | dan Il.

b. Webinar dengan tema “Covid-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal serta
Pengawasan Internal”.

c. Webinar dengan tema “Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-
PEN)".
d. Web Workshop dengan tema “Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19”.

e. Web Workshop dengan tema “Pencegahan Fraud dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional”.

4. Komite Telaah Sejawat

Kegiatan Komite Telaah Sejawat antara lain:

a. Penyusunan Pedoman Telaah Sejawat.

b. Pelaksanaan workshop telaah sejawat dalam kurun waktu Tahun 2019-2021
sebanyak 11 kali

c. Pelaksanaan quality control telaah sejawat dalam kurun waktu Tahun 2019-2020
sebanyak 13 kali.

d. Pendataan kegiatan telaah sejawat APIP sampai dengan tahun 2021 dengan uraian
sebagai berikut:




Tabel
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat APIP

No. Kategori APIP Jumlah APIP | Telaah Sejawat | Persentase
1 |APIPKI/L 73 49 67,12%
2 | APIP Provinsi 34 19 55,88%
3 | APIP Kabupaten 416 202 48,56%
4 | APIP Kota 98 53 54,08%
Jumlah 621 323 52,01%

5. Manajemen Eksekutif

Sebagai enabler dalam kepengurusan AAIPI, Manajemen Eksekutif bertugas
memastikan bahwa pelaksanaan dan fungsi komite-komite AAIPI berjalan lancar dan
optimal. Manajemen Eksekutif berperan dalam memfasilitasi, baik rapat rutin (bulanan)
AAIPI maupun rapat kerja, dengan uraian sebagai berikut

a. Fasilitasi Rapat Bulanan AAIPI.

b. Fasilitasi Rapat Kerja Nasional AAIPI Tahun 2020, dengan tema “Optimalisasi
Emerging Technologies untuk Menguatkan Peran APIP di Masa Tatanan Normal
Baru”.

c. Audiensi DPW dan Sosialisasi Produk AAIPI.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPN AAIP| juga menyampaikan hambatan-hambatan
yang dihadapi selama periode kepengurusan 2018-2021, seperti adanya beberapa kegiatan
yang tidak dapat dilaksanakan, terutama karena pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun
2020 — 2021. Untuk itu, AAIPI melakukan penyesuaian kegiatan dengan mempertimbangkan
tingkat risiko Covid-19. Sumber daya APIP juga dialihkan dengan berfokus pada penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang
belum dapat dilaksanakan dalam periode kepengurusan 2018-2021 karena kegiatan
tersebut bersifat sequence dan kegiatan sebelumnya masih belum selesai. Sebagai contoh,
sosialisasi pedoman yang belum dapat terlaksana karena standar dan/atau pedoman belum
selesai disusun.
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Keynole Speech
Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

Dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan pembangunan, terdapat
empat hal yang akan menjadi tema yang akan terus dieksplorasi oleh seluruh jajaran
AAIPI dalam mengawal Indonesia menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Pertama, mengenai perkembangan Covid-19 dan perekonomian Indonesia. Saat
ini kasus Covid-19 semakin menurun dengan 364 kasus/hari. Namun demikian, kita
perlu mengantisipasi gelombang ke-4 Covid-19 terutama akibat varian delta. Vaksinasi
Indonesia sekarang berada pada peringkat kelima dunia, namun masih harus tetap
ditingkatkan. Meskipun saat ini Indonesia sudah mencapai 133 juta untuk dosis pertama
dan 87 juta dosis kedua, Indonesia masih berada pada level 64% untuk dosis satu dan
vaksinasi yang sudah lengkap hanya 42%. Saat ini akselerasi untuk vaksinasi terus
dilakukan diharapkan mencapai 72 juta orang. Dengan terkendalinya kasus Covid-19,
konsumsi dan produksi sudah mulai bertumbuh, ekonomi mengalami recovery dan
rebound . Oleh karena itu, Indonesia berharap pada kuartal keempat Indonesia akan
melihat pemulihan ekonomi akan terakselerasi kembali dan ini ditopang oleh indikator-
indikator baik sisi konsumsi, produksi, investasi, ekspor dalam hal ini yang melonjak
tumbuhnya di atas 50%. Pasar keuangan Indonesia juga relatif cukup stabil dan bahkan
membaik meskipun tekanan global tidak mudah.

Kedua, kinerja dari APBN dan APBD sebagai sebuah instrumen kebijakan yang
sangat penting yaitu fiskal pusat dan daerah tahun 2001 dan Tahun 2022. Belanja
negara hadir melindungi masyarakat dari ancaman dan memberikan bantuan sosial
atau bantuan kepada sektor ekonomi yang sangat membutuhkan. Sampai dengan
Oktober 2021, kinerja dari APBN Indonesia cukup baik. Di satu sisi pendapatan negara
menunjukkan adanya pemulihan dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar
18,2% senilai Rp1.510 triliun atau 86,6% dari target tahun 2021. Di sisi belanja, belanja
Indonesia relatif steady. Tahun lalu belanja Indonesia sebesar Rp2.041 triliun dan pada
akhir Oktober 2021 sebesar Rp2.059 triliun. Hal itu berarti hanya tumbuh tipis 0,8%.
Meskipun belanja steady, namun komposisi belanja telah melalui refocusing. Hal ini
menggambarkan suatu kehati-hatian, di satu sisi Indonesia harus tetap hati-hati, di sisi
lain, Indonesia harus tetap menjaga bahwa setiap rupiah uang negara ini berasal dari
pendapatan negara dan dari pinjaman tetap accountable.
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Ketiga, APBN tahun 2022 dan Reformasi Fiskal. Untuk Tahun 2022, menurut undang-undang
APBN, pendapatan negara mencapai Rp1.846 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714
triliun baik pusat maupun daerah, dengan defisit sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB.
Area untuk fokus Indonesia tahun depan selain di bidang SDM pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial yang mendapatkan anggaran yang masih sangat tinggi, yakni sebesar
Rp582 triliun untuk pendidikan, Rp255 triliun untuk kesehatan, Rp431 triliun untuk perlindungan
sosial, serta untuk infrastruktur sebesar Rp365 triliun. Ketahanan pangan, pariwisata, dan
bidang TIK menjadi tiga area yang sangat penting baik ini sebagai tulang punggung bagi
pemulihan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Tahun 2022 Indonesia juga tetap
melakukan PC-PEN dengan anggaran sebesar Rp414 triliun yang terdiri dari area kesehatan,
perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.

Keempat, peran APIP K/L/D untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi. APIP bukan hanya
berperan sebagai watchdog tapi sebagai partner yang bisa dipercaya, tidak dikooptasi, memiliki
independensi namun tetap bersinergi di dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sinergi dan
peran APIP sebagai konselor/advisor yang bisa dipercaya sangat dibutuhkan. Peran Dewan
Pengurus Nasional AAIPI baik di pusat maupun di daerah menjadi sangat penting. Ujian
Indonesia yang akan dihadapi apakah Indonesia pada saat menghadapi musibah mampu
mengatasinya dengan benar dan accountable. AAIP| perlu membuat seminar untuk belajar
dari negara-negara lain. Hal ini karena musibah terjadi di seluruh dunia dan semua negara
menghadapi hal yang sama. Dengan demikian, Indonesia bisa membandingkan apakah
respons Indonesia, policy, regulasi, instrumen, proses bisnis, akuntabilitasnya telah sesuai.
APIP diharapkan bicara tidak hanya di masing-masing institusi namuh bahkan pada level
nasional dan global.




Keynote Speech
Muhammad Yusuf Ateh

Kepala BPKP

Peran APIP sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan yang cepat
khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19, perkembangan teknologi,
unprecedented events, dan peningkatan harapan dan tuntutan masyarakat. Perubahan
cepat ini telah menjadi bagian inheren dari penyelenggaraan pemerintahan. Pandemi
Covid-19 mengajarkan bagaimana harus cepat mengatasi perubahan yang ada. Sejalan
dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut untuk akas dan adaptif
dalam hal penyesuaian kebijakan, flexible budgeting dan kecepatan dalam delivery
program/kegiatan. APIP dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberikan
value kepada organisasi di tengah perubahan. Hal ini tercermin pada tiga arahan
Presiden kepada APIP, yaitu:

1. Kawal percepatan belanja pemerintah.
2. Tingkatkan pengawasan atas kualitas perencanaan program.
3. Kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

Peran sebagai watchdog merupakan layanan basic. Hal ini harus ada namun tidak
cukup. Oleh karena itu, peran APIP perlu berfokus pada assurance dan detail pada
compliance yang sebagian besar telah dapat disubstitusi dengan pemanfaatan teknologi
informasi. APIP harus mampu menjadi trusted advisor, informasi yang disampaikan APIP
menjadi salah satu rujukan utama bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain
itu, APIP harus mampu menjadi strategic partner, memberikan insight dan foresight-nya
dalam pengambilan keputusan penting organisasi. APIP harus memberikan manfaat
karena APIP bersifat independen sehingga dapat melaksanakan perannya dengan
imparsial, tidak bias, dan obyektif. Selain itu APIP memiliki perspektif yang lebih luas
dan tidak terbatas pada perspektif satker/unit kerja tertentu (memiliki helicopter view).
Dalam upaya enabling recovery terdapat kualitas yang perlu dibangun APIP agar dapat
memberikan value yang maksimal yakni sebagai berikut:

1. Menjawab kebutuhan organisasi: APIP melaksanakan kegiatannya untuk membantu
organisasi menjawab tantangan.

2. Kecepatan: pelaksanaan kegiatan APIP harus dilaksanakan dengan cepat sesuai
dinamika kebutuhan informasi.




3. Jangkauan kegiatan pengawasan internal: APIP harus dapat menjangkau area penting dari
audit universe yang semakin luas dan beragam.

4. Tailored reporting: pengkomunikasian hasil kegiatan APIP disesuaikan dengan konteks dan
stakeholders penerima informasi.

5. Tech-savvy: APIP mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung
pelaksanaan tugas.

6. Manajemen sumber daya: sumber daya yang terbatas perlu disiasati dengan prioritas
penugasan yang berbasis risiko.

7. Personil yang kompeten: APIP didukung personil dan pimpinan yang berkompeten.

Saat ini APIP tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu bekerja bersama-sama agar terdapat
sinergi dan kolaborasi dan AAIPI merupakan wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi. Hal
ini bermanfaat untuk meminimalisir duplikasi dan perluasan cakupan upaya pengawasan
intern, mempercepat upaya pengawalan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelaksanaan
pengawasan intern, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya.

Sinergi dan kolaborasi perlu dibangun dalam meningkatkan kompetensi, pengawalan kualitas
audit dan kerjasama pelaksanaan audit. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui
sharing experience, transfer knowledge, dan diklat/workshop. Pengawalan kualitas audit
dapat dilakukan melalui peer review, konsultasi/bimbingan pelaksanaan audit. Kerja sama
pelaksanaan audit dapat dilakukan melalui joint audit, sharing sumber daya pengawasan,
pertukaran informasi, pelimpahan penugasan. Sinergi dan kolaborasi pengawasan intern
mendorong peningkatan komitmen bersama untuk memperluas manfaat pengawalan
akuntabilitas.

Perubahan lingkungan strategis harus disikapi secara serius, membentuk ketahanan dan
kemampuan beradaptasi APIP. Transformasi pengawasan APIP menjadi kunci kemampuan
APIP dalam mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi. Sinergi dan kolaborasi membawa
nilai manfaat pengawasan intern menjadi level yang lebih strategis. AAIPI sebagai organisasi
profesi Auditor merupakan wadah penting untuk meningkatkan kualitas audit intern pemerintah
secara kolaboratif.
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Keynote Speech
Tumpak Haposan Simanjuntak

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Pusat bekerja seirama dalam menjaga kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan
anggaran. Sebagaibentuk tindakan antisipasi kebijakan atas kondisi yang sangatdinamis,
Kemendagri telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait pengawasan
dan pembinaan. Seluruh pihak diharapkan responsif dalam menghadapi perubahan
yang dinamis tersebut. Dalam penanganan Covid-19 di daerah, pemerintah menerapkan
strategi hulu (pencegahan) seperti percepatan vaksinasi dan strategi hilir (penanganan)
seperti ketersediaan faskes dan nakes. Sinergi berbagai elemen pemerintah mapun
masyarakat dilakukan secara konsisten. Untuk meyakinkan terlaksananya strategi
tersebut dibutuhkan peran optimal APIP dalam mengawal kebijakan penyelenggaraan
keuangan di daerah terkait penanganan Covid-19.

Hasil pengawasan terhadap penyerapan APBD mengidentifikasi permasalahan pada
pendapatan dan belanja daerah, antara lain:

1. Permasalahan yang menghambat pendapatan daerah:

a. Kebijakan PPKM yang berdampak pada menurunnya PAD.

b. Dana bagi hasil belum terealisasi sesuai target.

c. Berubahnya alokasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan belanja daerah:

a. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah terutama sektor pajak daerah.

b. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas akibat tidak tercapainya
realisasi pendapatan daerah sehingga prioritas realisasi belanja dilakukan pada
belanja kebutuhan wajib mengikat dan belanja dalam mengatasi pandemi Covid-19.

c. Refocusing anggaran menyebabkan terkoreksinya belanja yang sudah
direncanakan dalam APBD Tahun 2021.
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Inspektur Jenderal Keynote Speaker
Kementerian Dalam Negeri Y -

d. Keraguan dari Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis.

e. Pihak ketiga belum merealisasikan anggaran tahap | terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan.

f. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa berdampak pada anggaran kas
yang telah tersusun tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan hasil asistensi APIP terhadap pelaksanaan anggaran Covid-19, diidentifikasi
beberapa permasalahan, antara lain:

Penyimpangan dalam PBJ.

Keterbatasan anggaran.

Kebijakan refocusing selalu berubah-ubah dan tidak detail.
Kurangnya kompetensi SDM terkait pemahaman refocusing/PBJ.
Sistem prosedur belum lengkap.
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Pencana kebutuhan belanja belum berbasis kebijakan, pencapaian outcome, dan
impact.

7. Koordinasi kurang efektif.

8. Data bansos tidak akurat.

9. Permintaan data tidak terpadu.

10. APIP masih dibatasi ruang lingkupnya untuk melakukan asistensi.




Berkaitan dengan permasalahan di atas, Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan
kepada APIP sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pos-pos belanja yang realisasinya rendah dan melakukan asistensi
secara berkelanjutan.

2. Mendorong akselerasi belanja dan mengingatkan Pemda untuk tidak terlibat dalam
lazy company atau mengendapkan uang.

3. Melakukan pengawalan untuk meyakinkan tingginya penyerapan anggaran diiringi
dengan quality assurance.

4. Mengawasi kinerja BUMD, agar berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan di
daerah.

5. Mengamati pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

6. Mereviu program kegiatan secara cermat dalam mendukung penanganan Covid-19.

7. Prudent dalam PBJ.

8. Meyakinkan PBJ sesuai kebutuhan bukan keinginan.

9. Meningkatkan integritas dan kompetensi.

10. Adaptif dalam transformasi dan efektif dalam kolaborasi pengawasan internal.

11. Memberikan keyakinan kepada Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan.

Sejalan dengan arahan kepada APIP, Mendagri memberikan arahan kepada Kepala
Daerah yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kinerja APIP.

2. Tidak melakukan intervensi hasil pengawasan.

3. Menjaga independensi Inspektur dan fungsional APIP dengan tidak melakukan mutasi.
4. Melakukan pendidikan profesional berkelanjutan bagi APIP 120 jam/tahun.

5. Memasukkan Kapabilitas APIP minimal level 3 dalam IKU.

Dalam kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri menyampaikan apresiasi
Mendagri atas kinerja APIP yang telah melaksanakan pengawalan end to end proses
dalam pelaksanaan APBD penanganan Covid dan telah bekerjasama dengan BPKP
dalam mengawal prinsip value for money atas pelaksanaan anggaran penanganan
pandemi. APIP diharapkan fokus dalam preventif action dan menghindari over planning
dalam perencanaan pengawasan. Kerja pengawasan diharapkan mampu mencegah
penyimpangan dalam pengelolaan APBD pada masa pandemi Covid-19.

Mendagri berharap AAIPI semakin baik dalam mengasistensi APIP di daerah, agar
efektifitas pelaksanaan tugas APIP berjalan dengan baik. Selain itu, asistensi ini juga
diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah.
Dengan demikian, upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 berjalan dengan
lancar dan tercapai sesuai harapan.

“ Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas
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Internal Audit in Post Pandemic Recovery:
Risks and Challenges

Stephen Coates

Non-Executive Director
Institute of Internal Auditors Australia

Salah satu agenda dalam kongres AAIPI Tahun 2021 adalah kegiatan seminar, dengan
pembicara dari IIA (The Institute of Internal Auditor) Global. Hadir sebagai narasumber
adalah Stephen Coates yang saat ini memegang jabatan sebagai Immediate Past-President
[IA Australia, Vice President Asian Confederation of lIA, dan Anggota International Internal
Audit Standards Board.

Dalam seminar tersebut, Coates memaparkan materi berjudul “Internal Audit in Post
Pandemic Recovery: Risks and Challenges”, yang berisi wawasan yang bersifat global
bagi auditor dalam menjalankan perannya sebagai strategic partner dan strategic advisor
dalam era pandemi. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020
mengubah cara masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas bisnis/
ekonomi. Perekonomian global secara umum menurun. Program-program pemerintah pun
banyak yang mengalami keterlambatan. Hal tersebut juga berimbas terhadap aktivitas
auditor internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

A.Internal Audit dan Pandemi
Internal auditor dapat membantu organisasi untuk mempersiapkan manajemen Kkrisis
dengan baik, misalnya dengan cara memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk
mempersiapkan batas minimum kas yang harus dimiliki dengan aman. Selain itu, internal
auditor dapat menyediakan jasa audit internal, baik konsultansi maupun assurance, dalam
upaya memitigasi risiko dan efek dari pandemi yang mungkin dihadapi oleh organisasi/
institusi.
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Hal-hal yang dapat dilakukan oleh internal auditor pada saat terjadinya pandemi, antara

lain:

1. Menangguhkan eksekusi kegiatan-kegiatan tertentu pada pada dokumen rencana
pengawasan;

2. Identifikasi hal-hal dengan risiko tinggi;

3. Memberi tahu manajemen bahwa Anda siap membantu;

4. Mengambil peran dalam memastikan kegiatan operasi perusahaan/institusi berjalan
secara berkesinambungan (sustain);

5. Menjadi advisor organisasi yang siap siaga setiap waktu. Auditor internal harus dapat
memberikan value, pendapat, dan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi
organisasi;

6. Menjadi monitor control. Internal auditor memastikan manajemen untuk stay tuned
terhadap permasalahan organisasi dan fokus terhadap solusi;

7. Melepaskan atribut audit internal dan duduk bersama dengan manajemen sebagai
kesatuan organisasi; serta

8. Menyediakan layanan alternatif dengan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan  di luar
kegiatan rutin yang dilakukan.

Saat pandemi mulai terkendali, internal auditor dapat melakukan dua langkah utama.
Langkah pertama adalah menginformasikan komite audit dengan segera, dan untuk
mengkonfirmasi apa yang sedang dilakukan oleh auditor internal dan rencana selanjutnya.
Langkah kedua, internal audit harus memastikan adanya mekanisme staff isolation untuk
mencegah mereka yang terinfeksi menulari pegawai lainnya dan dapat segera sembuh
dari penyakit tersebut.

. Studi Kasus - Kempsey Shire Council

Coates mengambil contoh kasus penanganan pandemi yang dilakukan oleh Council/
Dewan Kota Kempsey Shire, sebuah kota kecil di Negara Bagian New South Wales,
Australia.

KSC Business Bars, clubs, restaurants Waoste Mgnt Centre Internal Audit
Continuity Event close; beaches & Community halls, reduced services, commenced review
First KSC CMT declared / Second sports grounds Umited playgrounds, pub- beach carparks of Council’s Initial
Meeting CMT Meeting use lic tollets close close pandemic response
5 March 19 March 23 March 25 March 1 April 2 April
1 March 23 March 24 March 30 March 2 April 9 April i
Pandemic (globol) Third CMT Meeting Libraries, pools Customer services Fourth CMT Rifth CMT
declared close, some stoff - public occess Meeting Meeting and Initial
start to work from closed; skote CMT de-brief
home parks close (31V3) conducted

Dalam alur di atas, dapat dilihat bahwa sebelum adanya deklarasi pandemi secara
global, Kempsey Shire Council (KSC) telah terlebih dahulu menyelenggarakan Continuity

Management Team (CMT) meeting secara berkelanjutan dan rutin dilaksanakan untuk




menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam menghadapi
perkembangan pandemi. Kita juga dapat melihat secara bertahap pemerintah kota
melakukan penutupan sarana dan fasilitas umum mulai penutupan bars, club, dan
restoran pada tanggal 23 Maret 2020 hingga area parkir mobil di tempat pariwisata pada
tanggal 1 April 2020.

Pelajaran yang dapat diambil dari apa yang terjadi di kota Kempsey Shire sehingga

penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah kota tersebut selama dua tahun

terakhir dianggap efektif adalah:

1. Keputusan yang cepat dan tegas;

2. Arahan yang jelas dan selaras;

3. Proses transisi yang cepat dari metode bekerja secara offline ke bekerja secara online/
Work from Home (WFH), dengan memastikan agar produktivitas tetap terjaga;

4. Komunikasi internal yang efektif; serta

5. Terbangunnya kepercayaan/trust dan sikap saling mendukung antarunsur
pemerintahan.

. Risiko dan Tantangan Audit Internal

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan dalam era pandemi, Coates menyebutkan

beberapa risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh auditor internal, yaitu:

1. Independensi sebagai perisai/penghalang
Auditor dituntut untuk melepas atributnya sebagai auditor dan bahu-membahu dengan
manajemen menangani permasalahan organisasi. Di sisi lain, auditor tetap harus
menjaga independensinya. Auditor harus memiliki mindset yang benar agar tidak
menganggap independensi sebagai penghalang baginya untuk memberikan peran
optimal untuk organisasi.

2. Menemukan keseimbangan antara independensi dan urgensi
Dalam beberapa kondisi force majeur, seperti pandemi, terdapat beberapa hal yang
sifatnya sangat penting dan mendesak yang harus diputuskan oleh manajemen,
dengan memperhatikan rekomendasi auditor. Hal-hal tersebut terkadang berada di
area abu-abu batas independensi auditor. Oleh karena itu, Auditor diharapkan dapat
bersifat lebih luwes dalam komunikasi dan melaksanakan kegiatan pengawasannya
sehingga hal urgent tersebut tetap dapat terselesaikan tanpa adanya independensi
auditor yang tercederai.

3. Memahami layanan advisory
Auditor harus memahami perannya sebagai trusted advisor sehingga rekomendasi-
rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan solutif (impactful). Rekomendasi-
rekomendasi tersebut dapat diterima oleh managemen sebagai pemecah masalah
yang dihadapi oleh perusahaan/institusi.




4. Melampaui peran assurance, memberikan advice
Senada dengan tantangan sebelumnya, dengan peran yang baru, auditor harus
terus belajar hal-hal baru, misalnya terkait dengan perkembangan teknologi, yang
dapat bermanfaat dalam pemberian rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi
perusahaan. Auditor sebaiknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat uji
kepatuhan.

5. Reasonable safeguards
Dalam menghadapi situasi krisis, terkadang perusahaan bersikap overreact sehingga
dapat berpotensi pada pemborosan sumber daya. Dalam hal ini, auditor harus tetap
dapat bersikap tenang dan memberikan rekomendasi pengendalian/tindakan yang
wajar dalam mengamankan bisnis/operasi perusahaan/institusi.

Secara khusus, Coates juga menyebutkan risiko dan tantangan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah. Indonesia memiliki karakteristik pemerintahan yang mirip dengan

Australia, sehingga hal ini dinilai dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Risiko dan tantangan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya pengeluaran pemerintah;

2. Kompetisi untuk sumber daya yang terbatas;

3. Rekrutmen tenaga kerja untuk masa mendatang; dan

4. Ketahanan rantai pasokan di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu memastikan
bahwa kebutuhan pasokan makanan di masa mendatang aman.

KONGRES AAIPI
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D. Standar dan Prinsip Dasar

Tuntutan kepada auditor internal untuk bersikap antisipatif dan responsif terhadap
perubahan sebenarnya sudah diatur di dalam Performance Standards yang diterbitkan
oleh lIA, khususnya Standar 2000 - Managing the Internal Audit Activity, yang mengatur
bahwa auditor internal harus mempertimbangkan tren/isu yang muncul, yang dapat
berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk
pencapaian efektivitas pelaksanaan kegiatan audit internal. Selain itu, dalam Stan-
dar 2100 - Nature of Work, kredibilitas dan value audit internal akan meningkat ketika
auditor proaktif dan kegiatan pengawasan mereka menghasilkan wawasan baru bagi
manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi di masa depan.

Selain performance standard, prinsip dasar dalam praktik profesional audit internal juga
menekankan pentingnya auditor untuk mempertimbangkan kondisi di masa depan,
yaitu Core Principle 9 - Internal auditor is insightful, proactive, and future-focused.
Coates menyajikan ilustrasi enablers dan key indicators dalam core principle tersebut,
sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

llustrasi Enablers dan Key Indicators untuk Core Principle 9

Audit Client Survey Results

- ® Demonstrating
c::;: of Ethics Enablers the Core

Principles
* 2000 — Managing the
Internal Audit Activity
Use of data analytics and/or
technology

% of unknown issues/risks

identified per engagement

% of automation / analytics
across IA cycle

. - " Is Insightful, -
Considerations of timing o p # of awareness sessions on
g Proactive, and e
assurance emerging risks / technology
Future-focused

Untuk mendukung pelaksanaan 9 prinsip dasar, selain melalui fraining, perlu juga
dilakukan prosedur self-disclosure, pertimbangan waktu assurance, dan pemanfaatan
tool data analytics, serta teknologi lain. Di sisi lain, pencapaian prinsip dasar tersebut
dapat diukur menggunakan beberapa indikator berupa survei pada mitra kerja, analisis di
lingkungan audit, dan proses identifikasi risiko/masalah.




Lebih lanjut, CorepPrinciple 9 dalam pelaksanaanya mempertimbangkan aspek-aspek

sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kegiatan pengawasan atas transaksi masa lalu;

2. ldentifikasi hal-hal di luar rencana strategis yang tersusun - Risiko yang mungkin akan
muncul;

. Memperluas penilaian risiko pemerintah daerah;

. Bentuk unit pengawasan di masa depan;

. Perencanaan strategis dan sistem yang masih dibangun;

. Umpan balik; dan
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. Konsekuensi atas kurangnya wawasan auditor internal, misalnya terdapat risiko yang
tidak dapat ditangani, value yang terbatas, serta kehilangan dukungan dari direksi dan
manajemen.

Aktivitas lain sesuai dengan Core Principle 9 termasuk menginformasikan kepada
manajemen hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh mereka, mengarahkan fokus
manajemen pada isu/risiko yang berkembang, dan mengukur apakah pengendalian yang
ada sudah cukup memadai untuk diimplementasikan lebih lanjut.

. Current Issues
Beberapa hal yang menggambarkan kondisi lingkungan audit internal pada saat ini adalah:
1. Kapasitas SDM internal auditor belum sepenuhnya memadai. Perlu berkomitmen
bersama untuk meningkat kualitas internal auditor.
2. Tuntutan mitra kepada auditor internal untuk menghasilkan pengawasan dengan kualitas
tinggi.
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang mengidentifikasi tiga isu prioritas,
yaitu:
a. Arsitektur Kesehatan Global,
b. Transformasi Ekonomi Digital; dan
c. Transisi Energi.
Ketiga isu tersebut akan digunakan sebagai exit strategy yang komprehensif untuk
mendukung pemulihan global atas pandemi covid-19. Indonesia akan memanfaatkan

momentum ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil
menjajaki jalan baru untuk membentuk G20 yang lebih adaptif terhadap krisis di masa
depan.

4. Auditor Internal dituntut untuk memiliki wawasan luas dan kemampuan komunikasi yang
baik.

5. Metode kerja secara Work From Home (WFH) yang mungkin tetap akan berjalan
meskipun pada saat pandemi mulai terkendali.




F. Perubahan Iklim
Terdapat banyak risiko terkait dengan perubahan iklim. Coates membaginya ke dalam dua
kelompok besar, yaitu risiko transisi dan risiko fisik. Risiko transisi meliputi aspek kebijakan/
legal, teknologi, pasar, dan reputasi, sedangkan risiko fisik meliputi aspek akut dan kronis.
Selain risiko yang ditimbulkan, Coates berpendapat bahwa perubahan iklim juga membawa
peluang dalam aspek-aspek tertentu, berupa efisiensi sumber daya, sumber energi, produk/
layanan, pasar, dan ketahanan.

Auditor internal berperan untuk memastikan bahwa organisasi telah siap untuk setiap jenis

risiko, termasuk risiko perubahan iklim. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan

bagi auditor dalam rangka assessment kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko

perubahan iklim adalah:

1. Harapan pemerintah
Organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas atas program-program pemerintah
terkait dengan lingkungan hidup dan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah
memiliki dasar yang kuat, dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang mungkin
terjadi.

2. Mekanisme support dan challenge manajemen.

. Tata Kelola: bagaimana pemahaman manajemen terhadap kebutuhan organisasi.

4. Assurance: bagaimana dewan komisaris memperoleh keyakinan memadai bahwa
tindakan yang dilakukan oleh manajemen sudah tepat atau belum.

5. Integrasi: bagaimana manajemen membangun kesadaran atas perubahan iklim di
lingkungan organisasi.

6. Risiko: bagaimana manajemen menerapkan pengukuran yang memadai atas risiko
perubahan iklim.

7. Improvement: bagaimana manajemen belajar dari pengalaman untuk kemudian
memperbaiki permasalahan serupa yang mungkin akan muncul di masa yang akan
datang.

w

Coates juga menyebutkan secara khusus pendekatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam menghadapi perubahan iklim, sebagai berikut:

1. Pemerintahan dan kepemimpinan, aparat pemerintah daerah harus memiliki pemahaman
yang jelas tentang kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah yang akan
berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Integrasi yang berkesinambungan dan terstruktur.

Kolaborasi dan informasi akurat.

Identifikasi dan penilaian risiko.

Mitigasi Risiko.

Pemantauan risiko.

Pelaporan risiko.

Peningkatan berkelanjutan.
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Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penanganan terhadap risiko perubahan
risiko diharapkan dapat berbasis keahlian, pendekatan berulang, fokus terhadap outcome,
dan tepat waktu.

G.Rencana Aksi
Coates memberikan ide dan gagasan yang dapat diterapkan untuk Indonesia dalam
menghadapi tantangan dan risiko setelah pandemic Covid-19, dalam suatu kerangka
Indonesia Bureaucracy Reform Grand Design (2010-2025), yang terdiri dari:
1. Improve: meningkatkan dan memperbaiki kapabilitas dan keahlian SDM.
2. Recruit. merekrut secara tepat orang-orang yang dapat memberikan hasil terbaik.
3. Grow: kaderisasi dan penyiapan generasi penerus.
4. Develop: membangun keahlian terus-menerus.

Selain itu, sebagai auditor internal, hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan layanan internal audit berwawasan ke depan, dengan memberikan
rekomendasi kepada organisasi atas penanganan hal-hal yang mungkin terjadi di masa
mendatang.

2. Sharing knowledgelinsight atas hal-hal baru dengan manajemen.

w

. Secara aktif melakukan inovasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi.

4. Mengonfirmasikan bahwa aktivitas audit internal telah sesuai dengan prinsip dasar
praktik profesional audit internal (Core Principles for the Professional Practice of Internal
Auditing).
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Terobosan Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Untuk
Kebangkitan Ekonomi Nasional

Febrio Nathan Kacaribu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Saat ini, Indonesia belum keluar dari ancaman Covid-19 meskipun relatif terkendali.
Namun, ancaman kasus Covid-19 masih ada, karena kasus di negara lain masih
tinggi. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling menentukan agar Indonesia dapat
mengendalikan pandemi adalah kecepatan vaksinasi, yang berperan penting dalam
upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi merupakan suatu prestasi tersendiri,
yang dibuktikan dengan pergerakan ekonomi mengikuti keberhasilan tersebut. Tahun
2020, banyak negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama seperti
Indonesia. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut sangat agresif dibandingkan
Indonesia. Misalnya dalam konteks defisit fiskal, banyak negara  yang mengalami
defisit fiskal lebih dari 10% PDB negaranya. Sementara itu, Indonesia hanya mengalami
realisasi defisit fiskal sebesar 6,1%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik dari negara lain. Indonesia berhasil melakukan kebijakan fiskal yang
sangat kuat countercyclical-nya. Selain itu, dari tingkat utang publik, Indonesia sangat
terbatas dibandingkan dengan banyak negara-negara lain.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami defisit APBN sebesar -1,76% dari PDB. Dengan
diterbitkannya kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun
2020, defisit menjadi -5,07% dan -6,34% dari PDB. Realisasi defisit tahun 2020 adalah
sebesar -6,14% dari PDB. Defisit APBN tahun 2021 adalah sebesar -5,7% PDB. Saat
ini diharapkan outlook defisit di tahun 2021 berkisar diantara -5,18% s.d. -5,45% PDB.
Pada tahun 2022, defisit APBN diharapkan sebesar -4,85% PDB. APBN bergerak sangat
dinamis guna mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk tahun
2023, pendisiplinan fiskal keberlanjutan jangka panjang dilakukan melalui reformasi
perpajakan dan belanja. Dengan kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mengalami
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defisit kembali maksimal 3% PDB di tahun 2023, primary balance menuju positif, debt
ratio diupayakan menurun, dan risiko utang terkendali. Reformasi fiskal meliputi reformasi
perpajakan, spending better (zero based budgeting), innovative financing (memberdayakan
peran swasta, BUMN, SWF, SMV), dan manajemen kas yang lebih baik.

Strategi akselerasi pemulihan sosial - ekonomi dilakukan melalui Resilience Survival
and Recover Kit, yaitu program perlindungan sosial dan menjaga kesinambungan bisnis,
reformasi struktural melalui penguatan SDM, insfratruktur, simplifikasi regulasi antara lain
Undang-Undang Cipta Kerja, dan Intervensi Kesehatan melalui program vaksinasi gratis,
penerapan prokes 3M 3T, dan intervensi lainnya berupa penyediaan fasilitas kesehatan
dan Alat Pelindung Diri.

Arah kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang
meliputi aspek sebagai berikut:

1. Akselerasi penanganan COVID-19 melalui penguatan sektor kesehatan sebagai
kunci recovery ekonomi, antara lain vaksinasi mencapai kekebalan komunal, protokol
kesehatan, fasilitas kesehatan (misalnya RS Darurat), dan tenaga kesehatan, serta
obat-obatan.

2. Menjaga resilience, survival, dan akselerasi recovery, melalui program Perlindungan
Sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain PKH, Kartu Sembako,
Kartu Pra-Kerja, BLT DD, serta subsidi bunga KUR dan insentif dunia usaha.

3. Momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, kapasitas produksi
melalui SDM unggul dan berintegritas (Pendidikan), sistem kesehatan yang andal
(health security preparedness), perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur
pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi institusional.

4. Reformasi Fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan; spending
better (zero based budgeting), cadangan untuk antisipasi dan automatic stabilizer
uncertainty; inovasi pembiayaan (KPBU, SWF, SMV); serta pengendalian utang.

5. Menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal
di tahun 2023, dilakukan melalui reformasi struktural harus optimal, reformasi fiskal
harus berhasil, menjadi komitmen bersama seluruh KI/L.




Strategi Pengawasan Program Refocusing dan PEN
di Lingkungan Kemenparekraf | Baparekraf

Restog Krisna Kusuma

Inspektur Utama Kemenparekraf | Baparekraf

Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, Kemenparekraf/Barekraf melakukan
berbagai upaya sebagai bentuk dukungan dalam strategi pengawasan pada program
Refocusing dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Program yang dilakukan berfokus pada
Refocusing Anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan reaktivasi hotel yang diberikan kepada pasien dengan status Orang
Tanpa Gejala (OTG) dan tenaga kesehatan, yang berjumlah 9.766 hotel
dilengkapi dengan 465.659 unit kamar. Dukungan akomodasi juga disertai
dengan penyediaan fasilitas makan dan minum, binatu, dan transportasi.

2. Kegiatan paket BALASA (Bahan Pokok Lauk Siap Saiji), yaitu program
perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif yang terdampak pandemi Covid-19. Kerja sama dilakukan antara Dinas
Pariwisata Daerah untuk pendataan dan dibantu oleh Kepolisian Daerah untuk
melakukan pendistribusian paket BALASA. Dengan bantuan ini, diharapkan
beban pekerja dan pelaku pariwisata terdampak pandemi dapat berkurang.

3. Kegiatan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) sebagai gerakan padat karya, yang
bertujuan meningkatkan peran pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan
keamanan masyarakat di destinasi untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan
yang baru pasca pandemi Covid-19. Kegiatan ini melibatkan tenaga kerja
terdampak, yang tinggal di sekitar wilayah destinasi. Kegiatan ini terdiri atas
kegiatan bersih-bersih, penataan, dan penyemprotan disinfektan pada lokasi
destinasi dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Strategi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Utama Kemenparekraf atas
program refocusing anggaran terdiri atas kegiatan pendampingan, berupa penyusunan
juknis, perencanaan program, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban
keuangan. Kegiatan reviu terdiri atas reviu KAK dan RAB untuk mengetahui apakah
biaya telah sesuai dengan SBM. Kegiatan monitoring sampling, yaitu mengevaluasi
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dan memberikan masukan untuk mengantisipasi temuan berulang. Kegiatan koordinasi
dilakukan dengan BPKP, LKPP, Irjen Kemenkeu, sedangkan untuk beberapa program
tertentu juga berkoordinasi dengan-Jamdatun dan Bareskrim dan Kepolisian Daerah.

Dalam pelaksanaan program BALASA, dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas
Provinsi. Pada saat itu, di Dinas Provinsi belum ditunjuk orang yang akan membagikan,
sehingga berdasarkan data dari asosiasi yang diterima oleh Dinas Provinsi,
Kemenparekraf melakukan verifikasi untuk meyakinkan bahwa data itu benar, dan
mereka adalah para pelaku ekonomi kreatif, yang selanjutnya didistribusikan oleh
Polda. Kemenparekraf bekerja sama dengan Polda setempat untuk membagikan
bantuan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada program BISA, pada tahun 2021
Kemenparekraf meminta bantuan APIP daerah, terkait dengan validasi kebenaran
pelaku ekonomi kreatif penerima bantuan di wilayah masing-masing.
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Pengawasan atas Pyogrqm
Pemulihan Ekonomi Nasional

Salamat Simanullang

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional, Pasal 25 Ayat 5, mengatur tentang Tata Kelola Pengawasan yang
harus dilaksanakan APIP. Hal ini perlu diatur karena pemerintah menyadari bahwa
program Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki risiko yang tinggi.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tidak terulang di tahun 2022, yaitu:

1. Tahap Kebijakan, yaitu keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan dan
ketidaksinkronan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan.
2. Tahap Operasional, yaitu:

a. Keragu-raguan dalam pelaksanaan Program dan PBJ.

b. Kurangnya koordinasi antara Pusat dan Daerah, serta Korporasi.
Kelemahan basis data dalam menentukan keberhasilan program.
Keterlambatan penyaluran.

Ketidaktepatan kuantitas/jumlah, kualitas, penerima/sasaran, dan waktu.
Ketidakwajaran harga/biaya.
Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program.
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. Keterlambatan realisasi penyerapan anggaran dan pembayaran.

Pelaksanaan PEN dihadapkan pada berbagai risiko. Oleh karena itu, APIP harus
menjaga akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas program PEN. APIP harus
melaksanakan fungsi advisory, yang mampu memberikan insight dan foresight kepada
manajemen terkait dengan rancangan program dan identifikasi risiko. Selain itu, APIP
harus melaksanakan peran assurance, terutama dalam kegiatan PBJ dan pembayaran
kontrak.

Tantangan dalam kegiatan pengawasan PEN bagi APIP adalah APIP harus responsif,
pengawasan harus cepat, melengkapi kompetensi, seiring dengan perkembangan
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Deputi Kepala BPKP Bidang PIP
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

teknologi, serta koordinasi antar-APIP dan korporasi. Peran internal audit sangat
dibutuhkan negarauntuk mendukungdan mengawal pembangunanbangsa. Keputusan
Kepala BPKP Nomor 540 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pengawasan Intern
Program PEN telah ada desain pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP dalam
melaksanakan pengawasan PEN. Rancangan pengawasan ini terbagi dalam 3 tiga
tahap, yaitu tahap Regulasi dan Penganggaran, tahap Pelaksanaan Kebijakan, dan
tahap Pasca Pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I1A pada tahun 2021, skill yang dibutuhkan
dalam masa pandemi Covid 19 berbeda dengan kondisi normal. Skill yang dibutuhkan
dalam masa pandemi Covid 19 adalah data mining, risk management, investigasi,
dan fraud.

Pembelajaran dari pandemi Covid-19 yang perlu menjadi perhatian APIP adalah
sebagai berikut:

1. Pola perencanaan pengawasan yang berbasis PKPT tidak dapat diterapkan
pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, PKPT harus dibuat fleksibel.
Mengedepankan fungsi preventif.

Auditor harus proaktif.

Peran consulting lebih dominan dibandingkan dengan assurance.
Mengutamakan fungsi informasi foresight dan Insight.

Optimalisasi penggunaan Risk-Based IA Plan dan Risk-Based Audit.
Koordinasi dan sinergi APIP K/L/P harus lebih ditingkatkan.

Diperlukan kompetensi di bidang data mining, fraud dan investigation
Pembangunan data program harus bersifat antisipatif.
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0. Optimalisasi pembelanjaan dan penerimaan negara dengan potensi yang

tersedia.




Sinergi Pengawasan atas Penanganan Covid-19
Marlyna

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

APIP berperan penting sebagai ujung tombak keberhasilan pengawasan atas kegiatan
Agenda Prioritas Pengawasan (APP) di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan besarnya
uang negara/daerah yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, APP harus
dapat memastikan bahwa manfaatnya sampai ke masyarakat secara tepat sasaran,
mutu, dan kualitas. Di sisi lain, ada banyak celah korupsi dan kebocoran keuangan
Negara yang dapat muncul, baik dari APBN, APBD, maupun dana desa. Oleh karena
itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi produktif di antara APIP - BPK - APH untuk
menguatkan peran satu sama lain, dari sisi pengawasan terhadap fraud.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan empat
program penanganan pandemi Covid-19, yaitu:
a. Vaksinasi Covid-19, mencakup:
1) vaksinasi tahap 1, yaitu untuk tenaga kesehatan;
2) vaksinasi tahap 2, yaitu untuk lansia dan tenaga pelayanan publik;

3) vaksinasi tahap 3 terhadap masyarakat rentan secara geospasial, sosial, dan
ekonomi; serta
4) vaksinasi tahap 4 terhadap masyarakat dan pelaku perekonomian.

b. Program Penanganan Kesehatan, melalui kegiatan pembelian obat-obatan,
APD, alkes, ambulans, dan lain-lain.

c. Penerapan PPKM Level IV s.d. Il, melalui kegiatan penerbitan Surat Edaran
Gubernur tentang pelaksanaan PPKM sesuai dengan Level, dan instruksi
pemberlakuan pengaturan sistem kerja (WFH dan WFO).

d. Kebijakan tracking Covid-19, melalui kegiatan penerapan syarat wajib PCR
bagi setiap pendatang di pintu kedatangan, serta pemberlakuan wajib PCR dan
antigen pada setiap kegiatan kedinasan yang melibatkan audience secara besar.
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ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Pada tahun 2020, beragam kegiatan sinergitas yang telah dilakukan Inspektorat
Provinsi Kalimantan Barat, yang melibatkan BPKP, BPK, dan APH, antara lain:

a. Melaksanakan rapat bersama APIP, terkait dengan pelaksanaan program/
kegiatan penanganan Covid-19.

b. Melaksanakan pengawalan mekanisme refocusing dan/atau perubahan
alokasi anggaran, yang laporannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal
Kemendagri.

c. Melaksanakan post audit terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka penanganan pandemi Covid-19, yang dilaksanakan dengan melibatkan
personel dari BPKP.

d. Membuka layanan consulting activity, yaitu membuka ruang konsultasi bagi
stakeholder dalam pelaksanaan penanganan Covid -19.

Pada tahun 2021, kegiatan pengawasan terhadap APP masih dilanjutkan sebagai
berikut:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi tahap | dan Il.

b. Melakukan pengawalan pelaksanaan PPKM Level 4 dan 3.

c. Melakukan audit pelaksanaan pengadaan ambulans Infeksius.

Selama melaksanakan kegiatan pengawasan atas APP, kendala terbesar yang
dihadapi APIP adalah kurangnya SDM yang kompeten, serta keterbatasan anggaran.
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n MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA UMUM DPN AAIPI

Sidang Komisi dalam Kongres AAIPI Tahun 2021 telah menghasilkan dan menetapkan
susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI dan Anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN
AAIPI periode Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut :

1. Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI Periode Tahun 2021 - 2024

Ketua Umum :  Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Wakil Ketua | :  Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua Il :  Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

Komite Kode Etik

Ketua :  DeputiBidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB
Wakil Ketua | :  Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN

Wakil Ketua Il :  Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara




Komite Standar Audit

Ketua 1 Inspektur Jenderal Kementerian Agama
Wakil Ketua | :  Inspektur Kementrian KUKM
Wakil Ketua Il : Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Komite Pengembangan Profesi

Ketua :  Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Wakil Ketua | :  Inspektur Utama BIN

Wakil Ketua Il : Inspektur Kota Banda Aceh

Komite Pengembangan Profesi

Ketua . Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua | : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua Il : Inspektur Kabupaten Maros

Manajemen Eksekutif

Direktur Eksekutif : Kepala Pusat Pembinaan JFA - BPKP

Wakil . Inspektur Il Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Direktur Eksekutif

2. Anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN AAIPI periode tahun 2021 - 2024 adalah
sebagai berikut:

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

o o

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
Inspektur Utama Badan Intelijen Negara;

a o

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

Inspektur Jenderal Kementerian Agama;

Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas;

Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

> @ S o

. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

j. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
k. Inspektur Kota Banda Aceh;

l. Inspektur Kota Palembang;

m. Inspektur Kabupaten Maros; dan

n. Inspektur Kabupaten Semarang.
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“Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas
di Tengah Pandemi”

AR KRNTES

n PEMBAHASAN PERUBAHAN AD/ART AAIPI

Dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021, telah dilakukan
pembahasan atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan
pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
a. Keangggotaan AAIPI
Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 13 Tahun
2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS,
yang menyebutkan bahwa setiap Jabatan Fungsional harus memiliki organisasi
profesi, maka kenggotaan AAIPI mengalami perubahan.

Pengertian Auditor, yang semula mencakup Jabatan Fungsional Auditor dan
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di

lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menjadi Jabatan Fungsional
Auditor kategori Keahlian dan Keterampilan, yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional bidang pengawasan intern di lingkungan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah.

b. Tugas dan Fungsi AAIPI
Untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi AAIPI, sesuai dengan Pasal 70
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019, dengan menambahkan pasal
terkait dengan sasaran, serta tugas dan fungsi AAIPI.




AAIPI memiliki sasaran, yaitu:

1) Meningkatkan profesionalisme anggota AAIPI dalam melaksanakan pengawasan
intern, sesuai dengan standar, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.

2) Meningkatkan sinergi antaranggota AAIPI.

3) AAIPI dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah Indonesia, melalui kegiatan
pengawasan intern, yang meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Tambahan tugas dan fungsi AAIPI, yaitu memeriksa dan memberikan rekomendasi
atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

c. Struktur Organisasi DPN dan Hubungan Antarkelengkapan Organisasi

Dalam rangka memperjelas struktur organisasi DPN dan hubungan antarkelengkapan

organisasi, pasal yang terkait dengan pengaturan struktur organisasi diubah menjadi:

1) Susunan organisasi AAIPI terdiri atas Dewan Pembina, Anggota Eksekutif, Dewan
Pengurus Nasional, dan Dewan Pengurus Wilayah.

2) Dewan Pembina adalah kelengkapan organisasi yang beranggotakan Menteri dan
Kepala Lembaga, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

3) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAIPI, yang bersifat
kolektif dan kolegial, yang ditetapkan oleh Kongres.

4) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi, yang terdiri atas Ketua
Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif, dan alat kelengkapan
kepengurusan lainnya.

5) Dewan Pengurus Nasional membawahkan Dewan Pengurus Wilayah.

6) Dewan Pengurus Wilayah adalah pengurus AAIPI Wilayah.

d. Posisi AAIPI Wilayah dan Hubungan dengan DPN

Dalam rangka mempertegas posisi AAIPI Wilayah dan hubungan kerja dengan DPN,
pengaturan AAIPI Wilayah diusulkan sebagai berikut:

1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah, yang meliputi satu wilayah
provinsi.

2) Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Kerja AAIPI Wilayah dan
kepengurusannya disahkan oleh DPN.

2. Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Rumah Tangga
a. Keanggotaan AAIPI

Keanggotaan AAIPI, baik yang menjadi anggota biasa maupun pimpinan unit APIP
bersifat otomatis.

b. Hak Anggota Luar Biasa/Kehormatan

Untuk memperjelas hak Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, maka
pengaturan menjadi:




Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk:

1) menyatakan pendapat, mengajukan masukan, saran atau pertanyaan, baik lisan
maupun tertulis kepada DPN;
2) mengikuti semua kegiatan AAIPI.

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih
sebagai DPN AAIPI.

. Untuk memperjelas kewajiban setiap jenis keanggotaan AAIPI, pasal terkait dengan
kewajiban anggota dirinci sesuai dengan jenis keanggotaannya.
. Berakhirnya keanggotan AAIPI lebih diperjelas, menjadi:
1) Anggota Biasa Perseorangan berakhir keanggotannya apabila:
a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c) tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Anggota Biasa sebagaimana dimaksud Pasal
3; atau
d) diberhentikan sebagai anggota AAIPI karena membuat kesalahan yang merugikan
organisasi, yaitu melanggar ketentuan organisasi dan/atau peraturan perundangan.

2) Anggota Biasa organisasi APIP berakhir keanggotaannya apabila organisasi APIP
tidak lagi memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dan/atau dibubarkan.
3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir keanggotannya apabila:

a) meninggal dunia;

b) mengundurkan diri; atau
c) diberhentikan.

. Pengenaan Sanksi

Dalam rangka memperjelas kewenangan dan pendelegasian wewenang, terkait

dengan pengenaan sanksi diatur sebagai berikut:

1) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional, yang dapat
didelegasikan kepada Komite dan/atau alat kelengkapan kepengurusan lain yang
dibentuk oleh DPN.

2) Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota
AAIPI sebagai pembela.

. Memperjelas keanggotaan DPN, prosedur pemilihan Ketua Umum, dan Keanggotaan
Eksekutif Tetap

1) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi, terdiri atas Ketua

Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif, dan alat kelengkapan
kepengurusan lainnya.




2) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAIPI yang bersifat kolektif
dan kolegial, dengan 19 (sembilan belas) anggota, terdiri atas 5 (lima) Anggota Eksekutif
Tetap dan 14 (empat belas) Anggota Eksekutif Tidak Tetap.

3) Ketua Umum dipilih oleh dan dari Anggota Eksekutif secara musyawarah untuk mencapai
mufakat dan jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

4) Anggota Eksekutif Tetap terdiri atas 5 (lima) Pejabat Tinggi Madya yang merupakan
perwakilan dari:

a) Kementerian Dalam Negeri;

b) Kementerian Keuangan;

c) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d) Badan Kepegawaian Negara; serta

e) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan b diduduki secara
ex officio oleh Inspektur Jenderal Kementerian yang bersangkutan.

6) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir c, d, dan
e diduduki oleh Pejabat Tinggi Madya sesuai dengan penunjukan dari Menteri/Kepala
Lembaga yang bersangkutan.

7) Anggota Eksekutif Tidak Tetap terdiri atas 14 (empat belas) pimpinan unit kerja dengan
perincian:
a) APIP Pusat sebanyak 8 (delapan) unit kerja;
b) APIP Provinsi sebanyak 2 (dua) unit kerja;
c) APIP Kabupaten sebanyak 2 (dua) unit kerja; dan
d) APIP Kota sebanyak 2 (dua) unit kerja.

8) Anggota Eksekutif Tidak Tetap memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

9) Anggota Eksekutif Tidak Tetap dipilih oleh dan dari Anggota Biasa melalui Kongres.

10) Tata kerja DPN diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
g. Struktur AAIPI Wilayah

Dalam rangka memperijelas struktur AAIPI Wilayah, maka terkait dengan AAIPI Wilayah

diatur:

1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah, yang meliputi satu wilayah
provinsi.

2) Tata Kelola AAIPI Wilayah diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.




BAB VI

PENUTUP

n SIMPULAN HASIL KONGRES

Kongres AAIPI Tahun 2021 menghasilkan simpulan sebagai berikut:

Tantangan APIP dan Auditor di masa depan semakin besar, terutama dengan
perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Hal tersebut menuntut APIP
dan Auditor untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan
integritas.

Auditor untuk senantiasa mengembangkan metodologi pengawasan yang dapat

Kondisi pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini mendorong APIP dan
memenuhi kebutuhan stakeholder dan dapat meningkatkan hasil pengawasan.

dalam setiap upaya pengembangan dan pembinaan auditor, dengan melakukan
sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, baik dengan APIP maupun Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

0 3 AAIPI sebagai organisasi profesi auditor intern harus dapat memberikan kontribusi

AAIPI harus mampu melaksanakan tugas sebagai organisasi profesi, yaitu:
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; memberikan advokasi; memeriksa
dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku
profesi. Dengan tugas tersebut, AAIPI diharapkan dapat memberikan sumbangsih
untuk menjaga integritas auditor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para
pemangku kepentingan terhadap hasil pengawasan.

melaksanakan penataan organisasi AAIPI sehingga diharapkan dapat mendukung

Perubahan AD ART AAIPI dalam kongres ini merupakan salah satu upaya untuk
pencapaian visi AAIPI ke depan.

42 mGRES “ Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas

12021 di Tengah Pandemi ”




n LESSON LEARNED

01
02

03

Lesson learned dari pelaksanaan kongres AAIPI Tahun 2021 adalah:

Pelaksanaan kongres secara hybrid dapat menampung peserta kongres
yang lebih banyak. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota
AAIPI untuk dapat mengikuti acara kongres.

Kongres harus direncanakan dengan matang, mulai dari waktu persiapan
yang cukup, koordinasi yang baik di intern panitia dan dengan pihak-pihak
terkait lainnya agar pelaksanaan kongres berjalan lancar dan efektif.

Tema/materi yang disampaikan dalam kongres merupakan isu terkini terkait
dengan pengembangan pengawasan intern maupun lingkungan pengawasan
sehingga meningkatkan kompetensi para auditor untuk melaksanakan
tugasnya secara optimal.

“ Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas

di Tengah Pandemi ”
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ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

DEWAN PENGURUS NASIONAL

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI
NOMOR: KEP - 83/AAIPI/DPN/2021
TENTANG

REVISI PANITIA PELAKSANA KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN

PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2021

KETUA UMUM ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa masa bakti Dewan Pengurus Nasional AAIPI

Periode 2018 — 2021 sebagaimana ditetapkan melalui
Keputusan DPN AAIPI Nomor KEP-079/AAIPI/
DPN/2018 akan berakhir pada tanggal 26 November
2021;

. bahwa kongres merupakan pemegang kedaulatan

tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam tiga
tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus

Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di

atas perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana

Kongres AAIPI Tahun 2021.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama ¢ Mengubah Susunan Panitia Pelaksana Kongres AAIPI Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
ini.

Kedua :  Uraian tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kongres
AAIPI Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2
Keputusan ini

Ketiga :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Ketua Umum of
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Lampiran 1

Surat Keputusan DPN AAIPI
Nomor: KEP - 83/AAIPI/DPN/2021
Tanggal: 15 Oktober 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

KONGRES AAIPI TAHUN 2021

Pengarah (Steering Committee)
1.Ketua Umum DPN AAIPI
2.Wakil Ketua I DPN AAIPI
3.Para Ketua Komite DPN AAIPI

Pelaksana (Organizing Committee)

Ketua Iwan Agung | Direktur Eksekutif
Prasetyo

Wakil Ketua I Alexander Itjen Kemen Keuangan
Zulkarnain

Wakil Ketua II

Ucok. A. Damenta

Itjen Kemen Dalam
Negeri

Sekretariat Sindu Senjaya Aji BPKP
Walben Damanik BPKP
Linda Indah Kinarsi | BPKP
Rezaputra Chandra | BPKP
Novianto
Meri Perdana Putri | BPKP
Siti Rokhana BPKP
Sylvia Sarumaha BPKP

Riyan Al Fajri

Itjen Kemen Keuangan

Rut Siska

Itjen Kemen Keuangan

Masrul

Itjen Kemen Pendidikan
dan Kebudayaan

Dede Mulyadi

Itjen Kemen Kesehatan

1. Bidang Materi

Koordinator Endah Herawaty Itjen Kemen PUPR
Anggota Fadriansyah Anwar | Itjen Kemen
Perhubungan
Trisacti Wahyuni Inspektorat Utama
Bappenas
Bea Rejeki Tirtadewi | BPKP
Rarit Gempari Itjen Kemen Kesehatan
Arif Ardiyanto BPKP
Azzhahir Inspektorat Kab. Bogor

Ahmad Ghufron

Itjen Kemen Keuangan

Nursevianto Tahier

Itjen Kemen Keuangan

Irene Lindri
Probosari

Itjen Kemen Dalam
Negeri

Kaeshar Eksa

Itjen Kemen PUPR




Arifinsyah BPKP
Hasibuan
Amirullah BPKP
Anne Elvidiana BPKP
Susmiyati BPKP
Rury Hanasri BPKP
Liliek Widodo Itjen Kemen
Perindustrian
Betty Butar Butar Itjen Kemen
Perhubungan
2. Bidang Acara dan Protokoler
Koordinator | Agus Yulianto BPKP
Anggota Tin Latifah Itjen Kemen Pertanian

Hendro Santoso

Itjen Kemen Kesehatan

Djarot Wibowo

Inspektorat Kab. Bintan

Adang Suptandar

Inspektorat Kab. Bogor

Ika Istakariana

Itjen Kemen Keuangan

Pepen Supendi
Yusuf

Itjen Kemen
Perhubungan

Arief Rofiadi

Itjen Kemen Keuangan

Ludovikus Agwin

Itjen Kemen Keuangan

Firsta Decia

Itjen Kemen Keuangan

Ika Ratna Kardina

Itjen Kemen Keuangan

Murtadi

Inspektorat Prov. DKI
Jakarta

Lalan BPKP

Hasni Tahir BPKP

Tetty Evalina BPKP

Intan Syafia BPKP

Estiyarti Haryani Itjen Kemen Tenaga
Kerja

Agus Uji Hantara

Kemen PAN & RB

3. Bidang Humas

Koordinator Nirwikoro BPKP
Anggota Wahyu Endah Itjen Kemen Dalam
Purwiyanti Negeri

Hendri Santosa

Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah

Eni Rohyani

Inspektorat Provinsi
Jawa Barat

Teguh Prihandono

Inspektorat Kab.
Bojonegoro

Siti Kodam Mariana

Inspektorat Kab.
Singkawang

Haris Budi Susila

Itjen Kemen Keuangan

Aisha Alsakina

Itjen Kemen Keuangan

Kurnia Fitri Anidya

Itjen Kemen Keuangan

Ichsan Atmaja

Itjen Kemen Keuangan

Wahyu Adi Upoyo

Itjen Kemen PUPR

Retno Budiarti

Itjen Kemen Kesehatan

Nur Faizah

BPKP




Y. Heri Sulistyo BPKP
Nurul Syahroni BPKP
Nyimas lik Auditia | BPKP
Haryatie
Riyanti Ridzki Dewi | BPKP
Tri Wahyono BPKP
Wijayanto Aris Itjen Kemen
Perhubungan
4. Bidang Perlengkapan

Koordinator | Rizky Shampitha BPKP
Surya Wibowo

Anggota Asnan BPKP
Lalang Djaenglana | BPKP
Sulistiarso BPKP
Edy Prasetiyo BPKP
Rahmat Hidayat BPKP

Agus Arbiyanto

Itjen Kemen Keuangan

Asep Noor Hasan

Itjen Kemen Tenaga
Kerja

Novia Christina

Itjen Kemen Dalam
Negeri

Edward Harefa

Itjen Kemen Kesehatan

5. Bidang Teknologi Informasi

Koordinator Marwanta BPKP
Anggota Kisnu Pusnawan BPKP
Eko Waluyo Heri BPKP
Purwanto
Aditya Kurniawan BPKP
Wicaksono
Rio Soesetyo BPKP
Wahyu Anggoro BPKP

Yanuarianto

Yudhy Haryantho

Itjen Kemen Keuangan

Taufan

Itjen Kemen Keuangan

Akhmad Aksanul

Itjen Kemen Keuangan

Erlangga

Itjen Kemen Keuangan

Ama Rohanaya

Itjen Kemen Keuangan

Ara

Itjen Kemen Keuangan

Aroli Ridwan Larosa

Itjen Kemen Dalam
Negeri

Irwan Fanani

Itjen Kemen

Perhubungan
6. Bidang Keuangan
Koordinator | Aries Sulastowo BPKP
Anggota Yoyoh Rodiah BPKP
Intanul Karimah BPKP
Ayu Lestari BPKP
Karyono BPKP
Anggia Wulansari BPKP




| Natasya Salsabila  BPKP

Putri . _ -
Melda Jumiati ~ BPKP
Romdhon ____ Itjen Kemen Keuangan
Sandini Pasita | Itjen Kemen Keuangan

| Erma P. Sihotang _ Itjen Kemen Keuangan
Anisah _Itjen Kemen Keuangan
Maria Roseta Inspektorat Provinsi DKI

| Jakarta

[ Muhammad Rizal _ | Itjen Kemen PU dan PR

Ketua Umum e/

ANIPL
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Lampiran 2

Surat Keputusan DPN AAIPI
Nomor: KEP - 83/AAIPI/DPN/2021
Tanggal: 15 Oktober 2021

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA
KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
TAHUN 2021

1. Sekretariat

Bertanggung jawab atas administrasi kegiatan Kongres dengan:

a.

Mempersiapkan: SK Panitia, SK Narasumber, Undangan Narasumber,
Surat untuk Permintaan Anggaran, Undangan Peserta, Daftar Hadir
peserta daring maupun luring

Mempersiapkan jumlah peserta yang mengikuti Kongres daring dan luring
di Auditorium Gandhi.

Menghubungi, mendistribusikan undangan kepada anggota AAIPI dan
memastikan kehadiran kepada mitra kerja masing-masing.

Menyusun notulensi rapat panitia.

Menyiapkan laporan masa akhir jabatan berkoordinasi dengan manajemen

eksekutif.

. Bidang Materi

Bertanggung jawab atas kelengkapan materi pelaksanaan Kongres AAIPI,

dengan:

o P

o o o

=

Menghubungi, mendistribusikan undangan Narasumber.
Mengoordinir penyiapan Materi dari Narasumber.
Mempersiapkan sambutan Kepala BPKP.

Mengompilasi materi narasumber.

Menyusun draft simpulan dari seluruh materi narasumber.

Menyusun prosiding Kongres dan bunga rampai jejak pengawasan intern.

3. Bidang Acara dan Protokoler

Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan dalam pelaksanaan

Kongres AAIPI, dengan:

a.
b.

Menyusun mekanisme voting dan persidangan selama Kongres.
Menghubungi, mendistribusikan undangan kepada DPN dan undangan

serta memastikan kehadiran kepada mitra kerja masing-masing.



Cc. Mengatur susunan acara dan menjamin berjalannya acara sesuai dengan
rundown yang telah ditetapkan.

d. Menjadi host Kongres AAIPI dan otentifikasi pada saat kehadiran peserta
undangan Kongres AAIPI

e. Menyusun notula kegiatan Kongres AAIPI.

4. Bidang Humas

Bertanggung jawab atas publikasi dan promosi kegiatan Kongres AAIPI,

dengan:

a. Mendokumentasikan foto dan sound recorder, video, daily news, melayani
wartawan, press release, undangan ke media massa, mengunggah di
banner website.

b. Melaksanakan promosi kegiatan kongres AAIPI dan publikasi hasil kongres

AAIPL

5. Bidang Perlengkapan
Bertanggung jawab atas keamanan, ketersediaan sarana prasarana dan
pelengkapan, dengan:
a. Mengoordinasikan akomodasi, sarana, prasarana dan parkir kendaraan
tamu serta keamanan selama kongres AAIPI berlangsung.
b. Menyiapkan: ruangan Aula Gandhi, Aula Timur, ruang transit It. II, toilet,
press room, sound system, backdrop, seminar kit dan penyajian konsumsi

c. Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi

6. Bidang Teknologi Informasi

Bertanggungjawab atas ketersediaan dan keamanan jaringan aplikasi, dan

penggunaannya dalam pelaksanaan Kongres AAIPI, dengan:

a. Membuat mekanisme e-voting kerkoordinasi dengan Bidang Acara dan
Protokoler

b. Meyakinkan ketersediaan dan berfungsinya LCD, Backdrop videotron,
laptop, komputer, video streaming dan peralatan teknologi informasi
lainnya.

c. Menjamin keamanan siber selama pelaksanaan Kongres AAIPI.

d. Mendistribusikan user ID dan password akun Kongres AAIPI berkoordinasi

dengan Sekretariat.



7. Bidang Keuangan
Bertanggung jawab atas kesiapan anggaran dan pertanggung jawaban
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kongres AAIPI, dengan:
a. Mengkoordinasikan terkait pembiayaan kongres AAIPI
b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya
¢. Memastikan ketersediaan anggaran untuk kongres
d. Menyiapkan kuitansi, SPJ, melakukan pembayaran yang diperlukan
e. Menyusun pertanggungjawaban keuangan

Ketl.lﬂ. Umum,d.
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ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

SIARAN PERS

Kongres AAIPI tahun 2021:

Peran Auditor Internal dalam Mengawal Akuntabilitas di Tengah Pandemi

Jakarta (23/11) - Kondisi pandemi yang terjadi selama dua tahun terakhir ini mendorong Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor untuk senantiasa mengembangkan
metodologi pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan dapat
meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Mengusung tema “Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi”, Kongres AAIPI
Tahun 2021 diselenggarakan untuk mendorong penguatan peran pengawasan intern dalam
mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah, khususnya di era pandemi Covid-19. Kongres AAIPI 2021 juga telah
menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional AAIPI periode 2021-2024, Agustina
Arumsari.

Kongres dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa
tugas pemerintah dalam menanggulangi Covid belum selesai, “APBN tetap menjadi andalan
dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu kebijakan APBN tetap fleksibel dalam merespon
ketidakpastian, namun akuntabilitas keuangan tetap harus dijaga.”

la juga berpesan kepada pengurus AAIPI di pusat maupun daerah untuk dapat menjadi partner
yang terpercaya, memiliki independensi dalam mengawal akuntabilitas namun tetap bersinergi,
agar rakyat percaya negara hadir.

Lebih lanjut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad
Yusuf Ateh sebagai salah satu keynote speaker mengatakan, peran APIP dewasa ini sudah
berkembang pesat, bukan hanya berperan sebagai watchdog tetapi juga lebih berperan sebagai
trusted advisor dan strategic partner.

Ateh berpesan agar AAIPI terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor
anggotanya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. “AAIPI menjadi wadah penting
dalam meningkatkan kualitas audit intern pemerintah secara kolaboratif,” ujarnya.

Kemudian, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak meminta APIP
daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi belanja daerah. Untuk
daerah yang masih rendah realisasi belanjannya, Tumpak mengharapkan Pemda dapat lebih
aktif berkoordinasi dengan BPKP apabila ada keragu-raguan, karena menurutnya tingginya
penyerapan harus diimbangi dengan quality assurance.

Halaman 1 dari 2



Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan narasumber Stephen
Coates selaku Non-Executive Director Institute of Internal Auditors Australia dengan judul Intemal
Audit in Post Pandemic Recovery: Risks and Challenges.

Tidak hanya itu, Kongres AAIPI juga menggelar diskusi panel dengan narasumber Kepala Badan
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif; Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman; dan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dari kongres AAIPI Tahun 2021 ini menyepakati beberapa hal, yaitu penguatan
sinergi AAIPI dan instansi pembina auditor dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme
auditor intern pemerintah; penetapan DPN AAIPI Periode tahun 2021 s.d. 2024, dan menyepakati
perubahan AD/ART AAIPI.

Kongres diikuti oleh lebih dari 2.800 orang secara hybrid, yaitu sebanyak 99 orang menghadiri
secara luring di Gedung Dhanapala, Jakarta, dan sisanya mengikuti secara daring via webinar
dan kanal YouTube AAIPI.

Narahubung Media:

Nirwikoro
Koordinator Humas Kongres AAIPI 2021
Telp: 0858 9134 7045

Halaman 2 dari 2



¥ \’\Iri

ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENUNJUKAN PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Ketua Umum DPN AAIPI Periode
Tahun 2018 — 2021 dengan ini menunjuk Sdr. Sunraizal, Inspektur Utama BPS
sebagai Pimpinan Sidang Sementara Kongres AAIP| Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 November 2021

Ketua Umum DPN AAIPI Periode 2018-2021

Awan Nurmawan Nuh, S.E., Ak., M.B.T.
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN KUORUM

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Sementara
menyatakan Kongres AAIPI Tahun 2021, dihadiri oleh 6.833 orang atau 30,06% dari
jumlah seluruh anggota terdaftar sebanyak 22.724 orang. Dengan telah dikirimnya
Undangan Kedua, maka ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) dan (5)
ART AAIPI telah terpenuhi dan kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi
pada ketentuan kuorum.

Dengan demikian maka selaku Pimpinan Sementara Sidang Pleno, menyatakan
bahwa Kongres AAIPI Tahun 2021 dinyatakan sah dan telah memenuhi ketentuan
kuorum.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Sementara

Prrnma)

Sunraizal
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN SUSUNAN ACARA KONGRES AAIPI TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Sementara
mengesahkan susunan acara Kongres AAIPI Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Sementara

P

Sunraizal



SUSUNAN ACARA KONGRES AAIPI 2021

1. |07.00 - 08.30 90 Menit Registrasi
Rangkaian Acara Pembukaan Kongres
2. |08.30-0845 15 menit Pembukaan dan Menyayikan Lagu Indonesia Raya
08.45 — 08.50 5 menit Pembacaan Doa
3. |08.50 - 09.05 15 menit Laporan Penyelenggara Ketua Umum AAIPI
; Keynote Speech Menteri Keuangan selaku Pembina AAIPI
4. |09.05-09.25 20 menit (sekaligus Pembukaan Acara)
5. 109.25-09.45 20 menit Keynote Speech Kepala BPKP
6. |09.45-10.05 20 menit Keynote Speech Menteri Dalam Negeri (ljen Kemendagri)
10.05-10.15 10 menit Rehat Kopi
Seminar
7. |10.15-11.05 50 menit
Stephen Coates (Non-Executive Director |IA Australia)
Rangkalan Acara Persidangan
. Pembukaan Persidangan dan Penunjukan Ketua Sidang Pleno
8. [11.05-11.20 15 menit Sienneshs
9. [11.20-11.30 10 menit Pengesahan kuorum, agenda dan tata tertib Kongres
10. [11.30-11.40 10 menit Pemilihan Ketua Sidang Pleno Tetap
Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban
g b somenit |DPN Periode 2018 — 2021
e Pengesahan LPJ dan Pemyataan demisioner oleh Ketua
Sidang
i Pengumuman dan pengesahan hasil voting Anggota Eksekutif
12. [12.00-12.10 10 menit Tidak Teta
13. |12.10-12.20 10 menit Penyampaian Usulan Perubahan AD/ART AAIPI
12.20-13.20 60 menit Ishoma
13. [13.20-13.25 5 menit Pembukaan Sidang Pleno (Lanjutan)
Sidang Komisi Diskusi Panel
1. Kepala Badan Kebijakan
I l}@usyawarah Fiskal Kemenkeu
pemilihan Ketua Umum
) DPN AAIPI 2. Inspektur Utama
14, 113.25-15.20 115 menit Kemenparekraf
3. Deputi Kepala BPKP Bidang
2. Pembahasan Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
perubahan AD/ART Perekonomian dan Kemaritiman
AAIPI 4. Inspektorat Provinsi
Kalimantan Barat
Pengesahan Hasil Sidang Komisi:
; 1. Pengumuman dan Pengesahan AD/ART AAIPI
16. [15.20 - 15.50 30 menit
2. Pengumuman dan Pengesahan hasil musyawarah
Anggota Eksekutif tentang Struktur DPN AAIPI periode
2021-2024
Sambutan Ketua Umum terpilih dan Pengenalan Anggota DPN
7. |15.50-16.20  |30menit | saipI periode 2021-2024
18. (16.20 - 16.30 10 menit Penutupan Sidang oleh Ketua Sidang Tetap
19. |16.30 - 16.45 15 menit Penutupan acara
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ASOSM.H AUDITOR INTERN PEMERINTAN INDONESIA

BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN TATA TERTIB KONGRES AAIPI 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Sementara
mengesahkan Tata Tertib Kongres AAIPI Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Sementara

prrnn)

Sunraizal



TATA TERTIB KONGRES AAIPI TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa masa Kepengurusan Dewan Pengurus Nasional
(DPN) AAIPI periode tahun 2018-2021 akan segera berakhir
sehingga perlu dilakukan pemilihan dan penetapan anggota
eksekutif untuk menentukan Kepengurusan DPN periode
tahun 2021-2024.

2. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI) perlu menetapkan Tata Tertib
Kongres AAIPI Tahun 2021.

Mengingat . Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Kongres

Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali
dalam 3 (tiga) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 2
Wewenang Kongres
Kongres berwenang:

(1) Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah;

(2) Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah;memberikan kewenangan kepada DPN melalui Rapat Kerja Nasional
untuk menyempurnakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Program Umum
AAIPI;

(3) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional tentang amanat
yang telah diberikan oleh kongres sebelumnya;

(4) Memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Nasional;

(5) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap periu



BAB Il
PELAKSANAAN KONGRES

Pasal 3
Pelaksana Kongres

(1) Kongres dilaksanakan oleh panitia pelaksana kongres yang dibentuk dan
bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional. Panitia pelaksana kongres
terdiri atas Pengarah (Steering Committee) dan pelaksana (Organizing
Committee).

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kongres ditetapkan Pimpinan Sidang.

(3) Sebelum terpilih Pimpinan Sidang Tetap, pelaksanaan kongres dipimpin oleh
Pimpinan Sidang Sementara.

Pasal 4
Pimpinan Sidang Sementara Kongres

(1) Pimpinan Sidang Sementara ditunjuk oleh Dewan Pengurus Nasional.

(2) Pimpinan Sidang Sementara bertugas memimpin sidang pengesahan kuorum,
sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan
Pimpinan Sidang Tetap Pleno.

Pasal 5
Pimpinan Sidang Pleno Tetap Kongres

Pimpinan Sidang Tetap Pleno dalam kongres terdiri atas seorang ketua, seorang wakil
ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota biasa yang hadir.

BAB Il
PESERTA KONGRES DAN HAK SUARA

Pasal 6
Peserta Kongres

(1) Peserta Kongres terdiri dari Dewan Pengurus Nasional AAIPI, Dewan Pengurus
Wilayah AAIPI dan Anggota Biasa AAIPI.

(2) Peserta yang menghadiri Kongres dihitung berdasarkan jumlan Anggota Biasa
AAIPI yang memenuhi undangan Kongres dan mengikuti pemungutan suara
Anggota Eksekutif Tidak Tetap.



Pasal 7
Hak Suara dan Hak Bicara

Hak suara dan hak bicara bagi peserta kongres diatur sebagai berikut:

(1) Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan
berdasarkan suara terbanyak;

(2) Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul,
dan atau saran dalam setiap persidangan.

Hak suara hanya dimiliki oleh Anggota Biasa AAIPI.

Pasal 8
Kuorum

(1) Undangan untuk menghadiri kongres harus diumumkan sekurang- kurangnya 2
(dua) bulan sebelumnya.

(2) Kongres di anggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
biasa. Apabila sebulan menjelang kongres, setelah undangan pertama ternyata
jumlah anggota biasa yang mendaftar tidak memenuhi kuorum, maka Panitia
Pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan
kedua, kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.

(3) Undangan pertama Kongres telah disampaikan ke Anggota Biasa AAIPI melalui
surat Ketua Umum DPN AAIPI Nomor S-49/AAIPI/DPN/2021 tanggal 9 September
2021 tentang Undangan Pendaftaran Kongres AAIPI Tahun 2021 dan surat Nomor
S-80/AAIPI/DPN/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Jangka
Waktu Pemungutan Suara Kongres AAIPI Tahun 2021.

(4) Undangan kedua telah disampaikan ke Anggota Biasa AAIPI melalui surat Ketua
Umum DPN AAIPI Nomor S-90/AAIPI/DPN/2021 tanggal 1 November 2021.

(5) Dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
maka kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.

Pasal 9
Pemungutan Suara

(1) Pemungutan suara dilakukan untuk memilih 14 (empat belas) anggota Eksekutif
Tidak Tetap.

(2) Anggota Eksekutif Tidak Tetap terdiri dari 8 APIP Kementerian/Lembaga, 2 APIP
Provinsi, 2 APIP Kabupaten dan 2 APIP Kota.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara online melalui website aaipi.or.id sejak
tanggal 10 September 2021 sampai dengan 13 November 2021.

(4) Jumlah suara yang masuk sampai dengan periode penutupan pemungutan suara
sebanyak 6.833 orang dari jumlah anggota AAIPI yang telah terdaftar sebanyak
22.724 anggota.
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Pasal 10
Hasil Pemungutan Suara

(1) Hasil pemungutan suara untuk 8 (delapan) APIP Kementerian/Lembaga dengan
suara tertinggi ditetapkan sebagai Anggota Eksekutif Tidak Tetap.

(2) Hasil pemungutan suara untuk 2 (dua) APIP Provinsi, 2 (dua) APIP Kabupaten dan
2 (dua) APIP Kota dengan suara tertinggi ditetapkan sebagai Anggota Eksekutif
Tidak Tetap.

Pasal 11
Pemilihan DPN AAIPI

(1) Rapat pemilihan Ketua Umum DPN AAIPI dilakukan secara luring.

(2) Dalam hal tidak seluruh Anggota Eksekutif dapat hadir maka rapat pemilihan Ketua
Umum DPN AAIPI tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh Anggota
Eksekutif yang ada.

(3) Kehadiran Anggota Eksekutif dalam rapat pemilihan Ketua Umum DPN AAIPI tidak
dapat diwakilkan.

(4) Ketua Umum DPN AAIPI Periode 2021-2024 dipilih oleh dan dari Anggota
Eksekutif.

(5) Ketua Komite Periode 2021-2024 dipilih dari dan oleh Anggota Eksekutif.

BAB IV

PENUTUP
Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan
persetujuan peserta kongres.

(2) Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai agenda
sidang terakhir selesai.
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENETAPAN PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Sementara
menetapkan Pimpinan Tetap Sidang Pleno Kongres AAIPI Tahun 2021 dengan

susunan:
Ketua . Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sdr. Sunraizal

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Sdr.

Bambang Karuliawasto

Sekretaris  : Direktur Eksekutif AAIPI, Sdr. Iwan Agung Prasetyo

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Sementara

Prrans

Sunraizal
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPN AAIPI
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Tetap
mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban DPN AAIP| Periode tahun 2015-2018
sebagai pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh Kongres AAIPI Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Tetap

1. Ketua - Sunraizal

2. Wakil Ketua : Bambang Karuliawasto

[Z4
3. Sekretaris : Iwan Agung Prasetyo o R, o o
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN ANGGOTA EKSEKUTIF TIDAK TETAP DPN AAIPI

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Tetap
mengesahkan Anggota Eksekutif Tidak Tetap DPN AAIPI periode tahun 2018-2021
sebagai berikut:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Inspektur Jenderal Kementerian Agama
Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas
Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

© | N @ o AN

Inspektur Provinsi Jawa Tengah
10. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
11. Inspektur Kota Banda Aceh
12. Plt. Inspektur Kota Palembang
13. Inspektur Kabupaten Maros
14. Pit. Inspektur Kabupaten Semarang
Hasil e-voting pemilihan Anggota Eksekutif Tidak Tetap terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Sidang Tetap

1. Ketua : Sunraizal

2. Wakil Ketua : Bambang Karuliawasto

3. Sekretaris : lwan Agung Prasetyo



ANIFI

Hasil e-voting AE Tidak Tetap
total Voter: 6 833 (30,06% dari jumlah hak suara 22 724)

APIP PUSAT APIP PROVINSI
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DPN AAIPI PERIODE TAHUN 2021 - 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Kongres AAIPI Tahun 2021
menyepakati untuk mengesahkan susunan Pengurus DPN AAIP| Periode Tahun

2021 — 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pimpinan Rapat

1. Ketua : Sunraizal

2. Wakil Ketua : Bambang Karuliawasto

3. Sekretaris : Iwan Agung Prasetyo
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SUSUNAN DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI

PERIODE 2021-2024

KETUA UMUM Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

WAKIL KETUA | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

WAKIL KETUA [l Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

KOMITE KODE ETIK

Ketua Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan; Kementerian PAN RB

Wakil Ketua | Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN

Wakil Ketua Il Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

KOMITE STANDAR AUDIT

Ketua Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Wakil Ketua | Inspektur Kementerian KUKM

Wakil Ketua Il Inspektur Provinsi Jawa Tengah

KOMITE TELAAH SEJAWAT

Ketua Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

Wakil Ketua | Inspektur Utama BIN

Wakil Ketua Il Inspektur Kota Banda Aceh
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KOMITE PENGEMBANGAN PROFESI

Ketua Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua | Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Wakil Ketua Il Inspektur Kabupaten Maros

DIREKTUR Kepala Pusat Pembinaan JFA - BPKP
EKSEKUTIF

WAKIL DIREKTUR
EKSEKUTIF

Inspektur |l Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
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BERITA ACARA
HASIL KONGRES ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021
PENGESAHAN REVISI AD/ART AAIPI

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, Pimpinan Sidang Tetap
mengesahkan Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
AAIPI sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021
Pimpinan Sidang Tetap

1. Ketua : Sunraizal

2. Wakil Ketua : Bambang Karuliawasto

3. Sekretaris :Iwan Agung Prasetyo
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BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KOMISI PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI AUDITOR INTERN INDONESIA (AAIPI) TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 November 2021, telah dilakukan pembahasan pada

Komisi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI Tahun

2021 dengan susunan Komisi sebagai berikut:

Ketua merangkap
Anggota

Sekretaris
merangkap
Anggota

Anggota

Iskandar Novianto (Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Bengkulu selaku Ketua DPW AAIPI Wilayah Bengkulu)

Sindu Senjaya Aji (Koord Bidang Pengembangan
Pembinaan Fasilitasi Pusat Pembinaan JFA selaku
Sekretaris Manajemen Eksekutif DPN AAIPI)

1. Adi Gemawan (Kepala Perwakilan BPKP Prov DI
Yogyakarta selaku Anggota Eksekutif DPW AAIPI Wil DI
Yogyakarta)

2. Rudi Mahani Harahap (Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Kalimantan Selatan selaku Ketua DPW AAIPI Wilayah
Kalimantan Selatan)

3. Ahmad Ghufron (Kepala Bagian Organisasi dan Analisis
Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan selaku Anggota Komite Standar DPN AAIPI)

4. Irene Lindri Probosari (Auditor Madya Inspektorat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Anggota
Komite Kode Etik DPN AAIPI)

5. Asrulsani Muhamad (Kepala Subbagian Pengembangan
Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
selaku Anggota Komite Standar DPN AAIPI)

Tahapan perubahan dan hasil pembahasan Komisi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Ketua Umum DPN AAIP| telah mengirimkan surat kepada seluruh Anggota
AAIPI melalui surat nomor S - 55/AAIPI/DPN/2021 tanggal 20 September 2021

hal Rancangan Perubahan AD/ART AAIPI untuk meminta masukan mengenai

usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

Masukan yang diterima ada tiga yaitu dari Komite Pengembangan Profesi, DPW
AAIPI Wilayah Banten dan DPW AAIPI Wilayah Lampung.
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2. DPN juga membentuk Tim Perumus Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga AAIPI Tahun 2021 melalui Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI
Nomor KEP - 89/AAIPI/DPN/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

3. Usulan perubahan AD ART tersebut melalui surat Ketua Umum DPN AAIPI
Nomor S - 91/AAIPI/DPN/2021 tanggal 1 November 2021 hal e-voting Usulan
Perubahan AD/ART AAIPI telah dimintakan persetujuan kepada anggota AAIPI
melalui e-voting yang dilaksanakan tanggal 1 — 13 November 2021. Hasil voting
menunjukkan 52 orang anggota menyatakan keberatan dengan usulan
perubahan AD ART dari seluruh anggota AAIPI sejumlah 22.724 orang,
sehingga sesuai dengan AD ART maka perubahan AD ART dapat dilanjutkan ke
tahap pembahasan naskah final perubahan AD ART.

4. Komisi Perubahan AD ART melakukan pembahasan tersebut dengan hasil
sebagaimana terdapat dalam lampiran. Hasil pembahasan tersebut akan
disampaikan oleh Ketua Komisi dalam Rapat Pleno Kongres AAIPI Tahun 2021
untuk ditetapkan sebagai keputusan Kongres AAIPI Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021, =~
1. KETUA . Iskandar Novianto A

2. SEKRETARIS : Sindu Senjaya Aji '.

3. ANGGOTA . Adi Gemawan "\W //
\ /

4. ANGGOTA . Rudi Mahani Harahap '

5. ANGGOTA : Ahmad Ghufron
6. ANGGOTA . Irene Lindri Probosari
7. ANGGOTA . Asrulsani Muhammad M
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